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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang merupakan
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu
dilakukan penataan perparkiran di tepi jalan umum,
dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di bidang perparkiran serta untuk
mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu
lintas, maka perlu dilakukan pengaturan di dalam
penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum;

. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak
sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga
perlu di ganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1933 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3196);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4655)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 694);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun
1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2008, Nomor 14);
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor

Menetapkan :

18 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaaran Daerah Tahun
2008, Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah

Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Barat;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat.
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Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat;

. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya

disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima
pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan ;

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalarn
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau
badan yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan
umum ;

Penyelenggaraan adalah kegiatan penyelenggaraan parkir
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan ;

Pengelola Parkir adalah Badan atau orang yang memberikan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah
mendapatkan ijin dari Bupati ;

Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang
terbuka untuk lalu lintas umum ;

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri
atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak
bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;

Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk
memarkir kendaraan disertai dengan tanda-tanda tertentu ;



